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Menetapkar PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAI!,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN PURWORE.IO.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
Tahun 2Ol9 tentang Klasihkasi, Kodehkasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangar Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4
Tahun 2021 tenta-ng Pembentukan dar Susunan
Perangkat Daera-l. Kabupaten purworejo
(kmbaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
2021 Nomor 4, Tambahan lembaran Daera_h
Kabupaten Purworejo Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peratura! Bupati ini, ya:rg dimaksud dengan:l. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daera} adalah prenyelenggaraan Urusa-n

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewal perwakilal
Rakyat Daera-h menurut asas otonomi dal tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya da.lam siJtem 

-dart prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusal
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati hlrworejo.
5. Dinas Pekeiaan Umum dan Penataan Ruang, yang selanjutrrya

disingkat DPUPR adalah Dinas Pekeiaan Umum dan Penataar
Ruang Kabupaten Purworejo.

6. Kepala Dinas Pekedaan Umum dan Penataan Ruang, yang
selanjutnya disebut Kepala DPUPR, ada-lah Kepala Dinas Pekedaan
Umum dan Penataar Ruang Kabupaten Purworejo.

7. Sekretariat adalah Sekretariat pada DPUPR.
8. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang

selajutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan
Umum darl Penataan Ruang.

9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada DPUPR.
1O. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada DPUPR
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11. Subkoordinator adalah pejabat fungsional al i muda yang diberikan
tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiata-n sesuai bidang
tugasnya dalarn suatu satua-n keda sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undargan tentang organisasi darl tata keda
instarsi.

12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPI adalah unit
kerja pada DPUPR yang melaksanakal kegiatan teknis operasional
dal/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

13. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT
adalah Kepala unit kerja pada DPUPR yang melaksarakan kegiatar
teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

14. Apaiatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan
Pegawai Pemerintah dengan pedanjian kerja yarg bekeda pada
instansi pemerintah.

15. Jabatan Fungsional adalai sekelompok jabatan yalg berisi fungsi
dan tugas berkaital dengan pelayanan fixlgsional yang berdasarkan
pada keahlian dan keterampilan tertentu.

16. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yarg
menduduki Jabatan Fungsiona.l pada lnstalsi Pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
DPU PR menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis bidang sumber daya air, cipta karya dar

bina konstruksi, bina marga, serta tata ruang;

BAE} II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

(1) DPUPR berkedudukal di bawah dar bertarggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.

(2) DPUPR dipimpin oteh Kepala DPUPR.

Bagian Kedua
T\rgas

Pasal 3

DPUPR mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanalart
urusan pemerintahan bidalg pekerjaan umum dan penataan ruang
sesuai dengan kewenangal daerah.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4
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b. pelaksanaal kebijakan teknis bidang sumber daya air, cipta karya
dan bina konstruksi, bina marga, serta tata ruang;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelapora-n bidalg sumber daya air, cipta
karya darl bina konstn-rksi, bina marga, serta tata ruang;

d. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada
seluruh unit organisasi di tingkungan DPUPR; dan

e. peLaksanaan fungsi lain yang diberikar oleh Bupati sesuai dengan
tugas dar fungsi.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi DPUPR, terdiri dari
a. Kepala DPUPR;
b. Sekretariat;
c. Bidang Sumber Daya Air;
d. Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi;
e. Bidarg Bina Marga;
f. Bidang Tata Ruang;
g. UPr; da,
h. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan orgaaisasi DPUPR sebagaimaaa dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang mempakal bagian tidak
terpisahkan dari Peraturar Bupati ini.

Bagian Kedua
Kepala DPUPR

Pasal 6

Kepala DPUPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a
mempunyai tugas momimpin pelaksaraan tugas dan fungsi DPUPR
sebagaimala dimaksud dalam Pasa-l 3 dan Pasa] 4.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

(1) Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala DPUPR.
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Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dalam
menyiapkar perumusan kebijal<an teknis dan menyelenggarakan tugas
bidang, serta memberikan dukungal administrasi pada seluruh unit
organisasi di lingkungan DPUPR.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris

Pasa.l 8

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,
Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian penyiapal perumusan kebijakan teknis;
b, pengoordinasiar penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;
c. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan da.I,l pengendalian

administrasi perencanaan;
d. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalial

administrasi keuangan;
e. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanaa dan pengendalian

administrasi umum dan kepegawaian; dal
I pelaksaraan tugas kedinasan lain yang diberikal oleh Kepala DPUPR

sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 10

(1) Susunan Organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1) terdiri atas:
a. Subbagian Perencalaan;
b. Subbagian Keuangan; dan
c. Subbagian Umum dar Kepegawaian.

(2) Subbagiar sebagaimala dimalsud pada ayat (1), dipimpin oleh
seorang Kepala Subbagian yarrg berada di bawal dan bertanggung
jawab kepada Sekretaris.

Pasal 1 1

Subbagial Perencaaaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahar
perumusan dan pelaksanaan kebijalan teknis, pelayanan dan
pengendalian administrasi di bidang perencanaan, yang meliputi :

a. menyelenggarakan perencanaan, penganggarran dan evaluasi kinerja;
b. menyusun pedanjian kinerja; darr
c. mela.ksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris

sesuai dengal tugas jabatannya,

Pasal 12

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapal bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, p€layalar dan
pengendalian administrasi di bidang keuangan, ya-ng meliputi:
a. menyelenggarakan administrasi keuangal;
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b. menyelenggarakan administrasi pendapatan daerah; dar
c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris

sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 13

Subbagian Umum dar Kep€gawaian mempunyai tugas melakukan
penyiapar bahan perumusan dan pelaksaaaan kebijakan teknis,
pelayalar dan pengendalian administrasi di bidang urnum dan
ke pegawaian, yang meliputi:
a. menyelenggarakal administrasi barang milik daerah;
b. menyelenggarakar administrasi umum:
c. menyele nggarakan pengadaaan bsrang milik daerah;
d. menyedialan jasa penunjang urusan;
e. menyelenggarakan pemeliharaan barang milik daerah;
f. menyele nggarakan administrasi kepegawaian; dal
g, melaksalalan tugas kedinasan tain yang diberikan oleh Sekretaris

sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Keempat
Bidarg Sumber Daya Air

Pasal 14

(1) Bidang Sumber Daya Air berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala DPUPR.

(2) Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh Kepala Bida-ng.

Pasal 15

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas menyiapkan balran
perumusan kebljakal teknis, melakanakar koordinasi, membina dan
mengendalikan pelal<sanaan tugas bidalg operasi dan pemeliharaan
irigasi serta pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi irigasi.

Pasal 16

Dalam melalsqnakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasa.l 15,
Bidarg Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan

pengendalian pelaksanaar tugas bidang operasi dan pemeliharaan
irigasi;

b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan
pengendalian pelaksaraan tugas bidang p€mbangunan, peningkatar
dan rehabilitasi; dan

c. pelaksarraan tugas kedinasal lain yang diberikan oleh Kepala DpUpR
sesuai dengan tugas dan fungsi.
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Pasal 17

1) Susunan Organisasi Bidang Sumber Daya Air, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas Jabatan
Fungsional.

(2) Jabatan Fungsional sebagaimala dimaksud pada ayat (1), dalam
melaksanakan tugas dan furgsi koordinasi serta pengelolaan
kegiatan Bidang Sumber Daya Air, melalui penetapan sebagai
Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air.

(3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
a. Subkoordinator Operasi darr Pemeliharaan lrigasi; dan
b. Subkoordinator Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi

Irigasi.

(4) Subkoordinator sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) dijabat oleh
pejabat fungsional dengaa jenjang sekurang-kurangnya ahli muda
atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas
tambahan mengoordinasikan pelal<salaarl tugas dan pengelolaan
kegiatan sesuai dengal tugas masing masing.

Pasal 18

Subkoordinator Op€rasi dalr Pemeliharaan Irigasi mempunyai tugas
menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakal kebijakan teknis
serta melakukar pembinaan bidang operasi dan pemeliharaan irigasi,
yarg meliputi:
a. melaksanakan pengelolaan SDA dar Bangunal Pengaman Pantai

pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten, yang
meliputi :

1. melaksanakan operasi dan pemeliharaan embung dan penampung
air lainnya;

2. melakukan pengelolaal hidrologi dan kualitas air ws kewenangan
kabupaten;

3. melakukan pembinaar dan pemberdayaan kelembagaan
pengelolaal sda kewenangan kabupaten;

4. melakukan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas
kelembagaaa pengelolaan sda kewenangan kabupaten; dal

5. melakuka! operasi dan pemeliharaan infrastruktur untuk
melindungi mata air.

b. melaksanakan pengembangan dal pengelolaan Sistem Irigasi Primer
dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 10OO Ha
dalam 1 (Satu) DaeraI Kabupaten yang meliputi :

1. melakukan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi
permukaan;

2. melakukaa operasi dan pemeliharaan bendung irigasi;
3. melakukan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa;
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c

4. melakukan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tambal(;
5. melakukan operasi dan pemeliharaan sumur jaringan irigasi air

tanah;
6. melakukan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi air tanah;
7, melaksalakan operasional unit pengelola irigasi;
8. melakukan pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigasi; dan
9. melakukan koordinasi, sinkronisasi da-n pelaksanaan

pemeliharaan kawalxln rawa.
melaksanakan tugas kedinasan lain ya-ng diberikan oleh Kepala
Bidarg Sumber Daya Air sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 19

Subkoordinator Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Irigasi
mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakal
kebijakan teknis serta mela-kukan pembinaan bidang Pembangunal,
Peningkatan dan Rehabilitasi lrigasi, yang meliputi:
a. melaksarakar pengelolaar SDA dan bangunan pengaman pantai

pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten, yag
meliputi :

1. melakukan pembangunan embung dan penarnpung air lainnya
2. melakukan rehabilitasi embung dan penampungan air Lainnya;

dan
3. melalukan pembangunan infrastruktur untuk melindungi mata

air.
b. melaksanakan Pengembangar dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer

dan Sekunder pada Daera} Irigasi yang Luasnya dibawah 1OOO Ha
dalam I (Satu) Daerah Kabupaten, yang meliputi :

1. men5rusun Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungal Hidup
untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa;

2. melakukan pembangunan jaringal irigasi permukaan;
3. melakukan pembalgunan bendung irigasi;
4. melakukan pembangunan jaringan irigasi rawa;
5, melakukan pembangunal jaringar irigasi tambak;
6. melakukan pembarlgunan sumur jaringan irigasi air tanah;
7, melakukan pembangunan jaringal irigasi air tana}l;
8. melakukan peningkatan jaringan irigasi permukaan;
9. melakukan peningkatan bendung irigasi;
I O. melakukan peningkatan jaringar irigasi rawa;
1 1. melakukan peningkatan jaringar irigasi tambal(;
12. melakukan peningkatan sumur jaringan irigasi air tanah;
13. melakukan peningkatan jaringal irigasi air tana}l;
14. merehabilitasi jaringar irigasi permukaan;
I 5. merehabilitasi bendung irigasi:
16. merehabilitasi jaringan irigasi rawa:
17. merehabilitasi jaringan irigasi tambak;
18. merehabilitasi sumur jaringal irigasi air tanah;
19. merehabilitasi jaringar irigasi air tanah;dar
2O. melakukal koordinasi, sinkronisasi dan pelalcsanaan konservasi

kawasar rawa.

8

fr (
B r 7 P

7
F fr

oI }', T ffi ,b?

b
This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.56&t=9


c melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikar oleh Kepala
Bidang Sumber Daya Air sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagiar KeliIna
Bidang Cipta Karya dan BiDa Konstruksi

Pasal 20

(l) Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala DPUPR.

(2) Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi dipimpin oleh Kepala
Bidang.

Pasal 21

Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi sebagaimara dimaksud pada
pasal 20 ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusal
kebijakan teknis, melal<anakan koordinasi, membina dal
mengendalikal pelaksanaan tugas bidang air minum, prasarana
persampahan dan air limbah, serta bangunan gedung dan bina
konstruksi.

Pas€l22

Dalam melaksanakaa tugas sebagaimala dimaksud dalam Pasal 21,
Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebija-kar teknis, koordinasi, pembinaan dan

pengenda.liar pelaksanaarl tugas bidang air minum;
b. penyiapan perumusan kebijalGl teknis, koordinasi, pembinaal dan

pengendalian pelaksanaan tugas bidang prasarana persampaharr
dan air timbah;

c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan
pengendalian pelaksanaan tugas bidang bangunan gedung dan bina
konstruksi; dan

d. pelaksaraan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepata DpUpR
sesuai dengar tugas dan fungsi.

Pasal 23

(1) Susunan Organisasi Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi,
sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri atas
Jabatan Fungsional.

(2) Jabatan Fungsional sebagaimala dimaksud pada ayat (1), dalam
melaksanakan tugas darr fungsi koordinasi serta pengelolaan
kegiatan Bidang Cipta karya dar Bina Konstruksi, melalui penetapar
sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidalg Cipta karya dan Bina
Konstruksi.
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(3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
a. Subkoordinator Air Minum;
b. Subkoordinator Prasarana Persarnpahar dar Air Limbah; dan
c. Subkoordinator Bangunan Gedung dan Bina Konstruksi.

(4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh
pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya al:li muda
atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas
tambahan mengoordinasikan pelaksalaan tugas dan pengelolaan
kegiatan sesuai dengan tugas masing masing.

Pasal 24

Subkoordinator Air Minum mempunyai tugas menyiapkan bahan
pemmusan dart melaksarakarr kebijakan teknis, serta melakukar
pembinaar di bidang Air Minum meliputi, yang meliputi:
a. melaksanakan Pengelolaar da-n Pengembangan Sistem Penyediaan

Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten, yang melipuli :

1. menlrusun rencala, kebijakan, strategi dan teknis SPAM;
2. melakukan supervisi pembangunan/ peningkata-n/ perluasan/

perbaikan SPAM;
3. metaksanakan pembangunar SPAM jaringan perpipaan di

kawasan perkotaan;
4. melaksanakan pembargunan SPAM jaringal perpipaan di

kawasan perdesaan;
5. meningkatkan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaar;
6. meningkatkan SPAM jaringan perpipaan di kawasal perdesaan;
7. melakukan perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan

perkotaan;
8. melakukan perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan

perdesaan;
9. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tarif air

minum;
1O. metakukaa pembinaan darr pengawasan terhadap

penyelenggaraan SPAM oleh badar usaha untuk kebutuhan
sendiri;

11. melakukal pembinaan dal pengawasan terhadap
penyelenggaraal SPAM oleh pemerintah desa darr kelompok
masyaral<at;

12. memfasilitasi penyiapan keda sarna SPAM;
13. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaal

kerjasama SPAM;
14. melakukan pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan

SPAM;
15. melakukan operasi dan pemeliharaal SPAM di kawasar

perkotaan;
16. melakuka.n operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan

perdesaan;
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17. melakukan pembargurrar baru SPAM bukan jaringan perpipaan
di kawasan perdesaan;

18- melakukan peningkatar SPAM bukan jaringan perpipaan di
kawasan perdesaan;

19. melakukan perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan
perdesaan;

20. melakukan perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan
perkotaan; dan

21. melakukan perbaikar SPAM bukan jaringan perpipaar di
kawasan perdesaan.

b. melalsanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi sesuai dengan tugas dan
jabatannya.

Pasal 25

Subkoordinator Prasarana Persampahan dan Air Limbah mempunyai
tugas menyiapkan bahan perumusan dan melalsanakan kebijakan
teknis serta melakukan pembinaall bidalg Prasarana Persampahan dan
Air Lirnbah, yartg meliputi:
a. Melaks€nakan Pengembangal Sistem dan Pengelolaan Persarnpa}tarI

di Daerah Kabupaten, yang meliputi :

1. menJrusun rencana, kebijakan, sEategi, dan teknis sistem
pengelolaan persampahan TPA/TPST/ SPA/TPS-3R/TPS
kewenangan kabupaten;

2. melakukan supervisi pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatar
TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS kewenangan kabupaten;

3. membargun TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS;
4. merehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS;
5. meningkatkan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS;
6. menyedialan Sarana Perssrnpahan;
7. melakukan pembinaan teknik pengelolaan infrastruktur

persampahan;dan
8. melakukan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam

rangka penyediaan sarana TPA/TPST/ SPA/TPS- 3R/TPS.
b. melaksanaka-n pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah

domestik dalam daerah kabupaten, yalg meliputi :

1. menjrusun rencana, kebijalan, strategi dan teknis sistem
pengelolaa:r air limbal domestik dalam daerah kabupaten;

2. meLakuka:r supervisi pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/
F,erluasan sistem pengelolaal air limbah domestik terpusat skala
kabupaten;

3. membangun / menyediakal sistem pengelolaan air limbah
terpusat skala kabupaten;

4. melakukan rehabilitasi/ peningkatan/ perluasan sistem
pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kabupaten;

5. melakuka:r rehabilitasi/ peninakatafl/ perluasal sistem
pengelolaan air limbah domestik terpusat skala permukimaa;

6. membangun/menyediakal sub sistem pengolahan setempat;
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7. melakukan pembinaan teknik pengelolaan air limbatr domestik;
8. melakukan sosialisasi dal pemberdayaan masyarakat terkait

penyediaar sistem pengelolaal air limbah domestik;
9. melakulGn pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan

air limbah domestik;
lO. melakukan operasi dan pemeliharaar sistem pengelolaar air

limbah domestik;
1 l. melakukan supervisi perrbangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/

perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala
permukiman;

12. membangun/ menyedia.kan sistem pengelolaan air limbah
terpusat skala permukiman;

13. menyediakan aarana pengangkutan lumpur tinja;
14. menyediakan jasa penyedotan lumpur tinja;
15. membangun/ menyediakan sarana dal prasarana IPLT;
16. melakukan rehabilitasi/ peningkatan/ perluasan sarana dan

prasarana IPLT; dal
17. melakukan supervisi pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/

perluasan sarana da.rr prasarana IPLT.
melaksanakan tugas kedinasan lain yalg diberikan oleh Kepa.la
Bidarg Cipta Karya dan Bina Konstruksi sesuai dengan tugas
jabatsrnya

Subkoordinator Bangunan Gedung dan Bina Konstruksi mempunyai
tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebliakan
teknis serta meLakukan pembinaan bidang Bangunar Gedung dan Bina
Konstruksi, yang meliputi:
a. melaksaaakan penyelenggaraan bangunan gedung di witayah

daerah, pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat
laik fungsi bangunan gedr:lg, yang meliputi :

1, menyelenggarakarr penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB),
9e{fikat laik fungsi (SLF), peran tenaga ahli bangunan gedung
(TABG), pendataan bangunan gedung, serta implementasi
SIMBG;

2. melakukan perencanaan, pembangunar, pengawasan, dan
pemanfaatan barrgunan gedr:ng daerah;

3. menjrusun Regulasi terkait balgunan Gedung daerah;4. memberikan bantuan toknis pembangunan bangunan gedung
negara daerah;

5. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan bangunal
gedung negara daerah;

6. melakukan identifikasi, penetapan, penyelenggaraan ba-ngunan
gedung cagar budaya yalg dilestarikan milik pemerintah dierah;7. memberi bantuan teknis bagi masyarakat pemilik ba.ngunan
gedung cagar budaya yang ditetapkar tingkat daerah;

I . me mberikan kompensasi, insentif dan disinsentif kepada pemilik,
pengguna, dan/atau pengelola bangunan gedung Cagar budaya
daerah;

9. mclakukan pcnilikan terhadap penyclenggaraan bangunan
gedung oleh penilik ba:.rgunan;

Pasal 26
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10. melakukal pendaltaran huruf daftar nomor (HDNO) bangunan
gedung negara;

11. metakuksr pemeriksaan kelaikan fungsi nmah tinggal tunggal
dal rumah deret dalam rangka penerbitan sertiflkat laik fungsi;

12. melakukan rehabilitasi, renovasi dan ubahsuai bangunan gedung
untuk kepentingan strategis daerah; dan

13. melakul€n pemeliharaan dan perawatan balgunan gedung
daerah.

b. melaksanakal penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil
konstruksi, yang meliputi :

1. melalukan penyiapan training need assessment (TNA) Pelatihar
tenaga terampil konstruksi;

2. melakukan penyiapaa instrukur/ asesor/ penyelenggara
pelatihan;

3. melakukan penyiapan SOP penyelenggaraan pelatihal tenaga
terampil konstruksi;

4. melakukan pelaksanaan pelatihan tenaga teranpil konstruksi;
5. mengidentifrkasi potensi kedasama dan pemberdayaal jasa

konstruksi;
6. melakukan fasilitasi sertifrkasi tenaga terampil konstruksi;
7. melakuka.n pembinaan dar peningkatan kapasitas kelembagaan

konstruksi; darr
8. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pelatihan tenaga

terampil konstruksi.
c. melaksanakan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi

cakupar daerah, yang meliputi :

1. melakukan pengelolaan operasional layanan informasi jasa
konstruksi;

2. menyedial<an peralgkat pendukung layanan informasi jasa
konstruksi;

3. menyelenggaralan pelatihan untuk peningkatan kapasitas
administrator SIPJAKI;

4. menlrusun data dan informasi proyek bidalg pupr yang dapat
dilaksanakan dengan skema KPDBU;

5. men)rusurt data dan informasi potensi risiko inyestasi
inlrastruktur;

6. meny-rsun data da-n informasi tenaga kerja dan badan usaln;
7. menyusun data dan informasi ketersediaan/penggunaan

material dall peralatan;
8. menJrusun data dar informasi profil pekerjaan konstruksi;
9. men]rusun data darl informasi terlib penyelenggaraan pekerjaan

konstruksi;
10. menlrusun data dan informasi kecelakaajr ke{a proyek

konstruksi; dan
_ 1 1. menSmsun data dan informasi kegagalan bangunarr/konstruksi.d. melaksa:rakan pengawasan tertib usafra, tertiU pJnyelengga.r.aan dan

tertib pemanfaatan jasa konstruksi, yang meliplti i -1. menJrusun SOP/pedoman tertib usaha, tertib penyelenggaraan,
dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
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2. melaksanakan bimbingan teknis tentang tertib usaha, tertib
penyelenggaraan, dan tertib pema-nfaatan jasa konstruksi; dan

3. melakukal pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib
penyelenggaraan, dan tertib pema-nfaatan jasa konstruksi.

melaksarakan tugas kedinasan lain yarrg diberikan oleh Kepala
Bidang Cipta Kaqra dan Bina Konstruksi sesuai dengan tugas
jabatannya.

Bagian Keenam
Bidang Bina Marga

Pasal27

(l) Bidang Bina Marga berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala DPUPR.

(2) Bidarg Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasa.l 28

Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat 11)
mempunyai tugas menlapkan bahaa perumusal kebiiakan teknis,
melaksanakan koordinasi, membina dan mengendalikan pelalsanaan
tugas bidang perencanaan jalal, jembatal dal drainase, pembangunan,
peningkataJx darl rehabilitasi jalan, jembatan darl drainase serta
pemeliharaan jalan, jembatan dan drainase.

Pasal 29

Dalam melalsalakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28,
Bidang Bina Marga menyelengarakan fungsi:
a. penyiapan pemmusan bahan kebljakan teknis, pengoordinasiar,

pembinaan dan prengendalian pelaksanaan tugas di bidang
perencanaan jalan, jembatan dan drainase;

b. penyiapan peruntusan bahan kebijakan teknis, pengoordinasial,
pembinaan darl pengendalian pelaksanaan tugas di bidang
pembanglnal, peningkatan dan rehabilitasi jalan, jembatan dan
drainase;

c. p€nyiapan perrmusan ba}aa keb[jakal teknis, pengoordinasian,
pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang
pemeliharaan jalar, jembatan dan drainase; dart

d. pelal<sarlaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DPUPR
sesuai dengal tugas dan fungsi.

pasal 30

(l) Suquna.n Organisasi Bidang Bina Marga, sebagaimana dimaksud
da.lam Pasal 5 ayat (1) huru-f e, terdiri atas Jabatan Fungsional.

(2) Jabatar Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), da.lam
melaksanakar tugas dar fungsi koordinasi serti pengetolaan
kegiatan _ Bidang Bina Marga, melalui penetapan lebagai
Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tueasnya d-an
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Urirga. -
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(3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
a. Subkoordinator Perencanaar Ja.lar, Jembatar dan Drainase;
b. Subkoordinator Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi

Jalan, Jembatar dan Drainase; dan
c. Subkoordinator Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Drainase.

(2) Subkoordinator sebagaimala dimaksud pada ayat (3) dljabat oleh
pejabat fungsional dengal jenjang sekurang-kurangnya ahli muda
atau peLaksara senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas
tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas darr pengelolaan
kegiatan sesuai dengan tugas masing masing.

Pasal 31

Subkoordinator Perencanaar Jalan, Jembatan dan Drainase mempunyai
tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebija-karr
teknis, serta melaksanakan pembinaan di bidang perencanaar jalal,
jembatan dal drainase, yang meliputi:
a. melalsanakan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten, yarrg meliputi :

1. menJrusun rencara, kebijakan, dan strategi pengembangan
jaringar jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalaa dan
jembatan;

2. melaksanakan pembebasan lahan/ tanah untuk penyelenggaraan
jala-rt;

3. mengelola leger lalan;
4. ms-lukan survey kondisi ja.lan/ jembatan;
5. memantau dart mengevaluasi penyelenggaraan jalanfiembatan;

dan
6. mengawasi teknis penyelenggaraan jalar/jembatan.

b. Melaksanakan pengelolaal dal pengembangan sistem drainase yang
terhubung langsung dengan sungai dalam daerah, yang meliputi:
1. menJrusun rencara, kebijakan, strategi dan teknis sistem

drainase perkotaan;
2. men5rusun out-line plal pada kawasan genangan;
3. melakukan superrrisi pembangunan/ peningkata:r/ rehabilitasi

sistem drainase perkotaar;
4. melakukan pembinaan teknik sistem drainase perkotaan;
5. melakukan supervisi pembangunan/ peningkatar/ rehabilitasi

sistem drainase lingkungal;
6. membina teknik sistem drainase lingkungan; dan
7. men5rusun rencara, kebija-kan, strategi dan teknis sistem

drainase lingkungal.
c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikarr oleh Kepala

Bidang Bina Marga sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 32

Subkoordinator Pembangunal, Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan dan
Jembata-n dan drainase mempunyai tugas menyiapkan bahan
pemmusan dan melaksanakan kebilakan teknis, serta melaksaaakan
pembinaan di bidang Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan
daJl Jembatan, yang meliputi :

a. melaksanakan penyelenggaraa:r jalan kabupaten, yang meliputi ;

1. menyelengga:'akan pemba::gunan jalal;
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2. melakukan pelebaran jalal menuju standar;
3. metakukan pelebaran jalal menambah lajur;
4. merekonstruksi jalan;
5. merehabilitasijalar;
6. membangun jembatan;
7- mell]baI.golr flyovel;
8. membangun undery)osg;
9. membangun terowongan/ tunnel;
1O. melakukan penggantian jembata-n;
I 1. me la.t<ukan pelebarar jembatan; dan
1 2. merehabilitasi jembafan

b. melsksanakan pengelolaaa dan pengembangan sistem drainase yang
terhubung langsung dengal sungai dalam daerah Kabupaten, yang
meliputi :

1. melaksanakan pembangunalr sistem drainase perkotaan;
2. meningkatkan saluran drainase perkotaan;
3. merehabilitasi saluran drainase perkotaan;
4. membangun sistem drinase lingkungar;
5. meningkatkan saluran drainase lingkungan; dan
6. merehabilitasi saluran drainase lingungan.

c, melal<sarta](an tugas kedinasan lain yang diberikan oteh Kepala
Bidang Bina Marga sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 33

Subkoordinator Pemeliharaan Ja-lan, Jembatan dan Drainase
mempunyai tugas menyiapkan ballan perumusan dan melaksanakan
kebijakan teknis, serta melaksanakan p€mbinaan di bidalg
Pemeliharaa!'l Jalan, Jembatan dan Drainase, yang meliputi :

a. menyelenggarakan Jalan Kabupaten, yang meliputi :

1. melakukan pemeliharaan berkala jalan;
2. melakukan pemeliharaan rutin jalan;
3. metakukan pemeliharaar rutin jembatan;
4. melakukfir pemeliharaar berkala jembatan; dan
5. menyelenggarakan penanggulangan bencana/targgap darurat.

b. melal(salakan pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase
yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah, yang
meliputi :

1. menyediakal sarana sistem drainase perkotaan;
2. melaksalalan operasi dal pemeliharaan sistem drainase; darr
3. membangun sistem drainase lingkungan.

c. melal<sanakarr tugas kedinasan Lain yang diberikan oleh Kepala
Bidarg Bina Marga sesuai dengar tugas jabatannya.

pasal 34

(1) Bidang Tata Ruang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala DPUPR.

(2) Bidang Tata Ruang diptnpin oleh Kepala Bidang.

Bagian Ketujuh
Bidang Tata Ruang
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Pasal 35

Bidang Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (1)
mempunyai tugas menyiapksn bahan perumusan kebijakan teknis,
melaksanakan koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan
tugas bidarg perenc€maan ruang serta pemanfaatan dan pengendalian
ruang.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35,
Bidang Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan bahan kebijakan teknis, pengoordinasian,

pembinaan dal pengendalian pelaksanaan tugas bidang
perenc{rnaan mang;

b. penyiapan perumusan bahan kebijakan teknis, pengoordinasian,
pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang
pemanfaatart dan pengendalian ruang; dan

c. pelaksalaan tugas kedinasan lain yalg diberikan oleh Kepala DPUPR
sesuai dengan tugas dal fungsi.

Pasal 37

(1) Susunan Organisasi Bidang Tata Ruang, sebagaimana dimal(sud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, terdiri atas Jabatan Fungsional.

(2) Jabatan Fungsional sebagaimara dimaksud pada ayat (1), dalam
melaksalakan tugas dar fungsi koordinasi serta pengelolaan
kegiatan Bidang Tata Ruarg, melalui penetapan sebagai
Subkoordinator sesuai dengaa ruang lingkup tugasnya dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Ruang.

(3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
a. Subkoordinator Perencanaar Ruang; dan
b. Subkoordinator Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang,

(4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dtabat oleh
pejabat fungsional dengan jenjartg sekurang-kuralgnya ahli muda
atau pelaksana senior yang ditunjuk dengall diberikan tugas
tambahan mengoordinasikan pelal(saraan tugas dan pengelolaan
kegiatan sesuai dengal tugas masing masing.

Subkoordinator Perenca:naan Ruang mempunyai tugas menyiapkar
bahan perumusal darl melaksanakan kebljakan teknis serta melakukan
pembinaan bidang perencan€ran ruang, yang meliputi:
a. melaksanakan penetapan rencara tata ruarg Eilayah (RTRW) dan

rencarra rinci tata ruang (RRIR) daerah, yang meliputi :l melaksanakan persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi
evaluasi dart penetapan RTRW daerah;

Pasal 38
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2.melaksanakal persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi
evaluasi dan penetapan RRTR daerah;

3. menetapkarl kebijal<aJl dalarn rangka pelaksarlaan penataan
ruang; dan

4. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan dal peraturan
perundaag-undangan bidang penataan ruang.

b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanErart tata ruang
daerah, yang meliputi :

1. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi p€nyusunan RrRW
daerah;

2. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penlrusunar RRTR
daerah; dan

3. meningkatkan perar masyarakat dalam penataan ruarg.
c. melaksanakan penyelenggaraan penataan banguna-n dan

lingkungannya di daerah, berupa melakukan pen5rusunan rencara,
kebijakan, strategi dan tekr s sistem penataan bangunan dan
lingkungar di daerah.

d. melaksanakan tugas kedinasal lain yang diberikal oleh Kepala
Bidang Tata Ruang sesuai dengar tugas jabatannya.

Pasal 39

Bagian Kedelapan
UPT

Subkoordinator Pemanfaatan dan Pengenda-lian Ruang mempunyai
tugas menyiapkan bahan perumusan da-n melaksanakan kebijakan
teknis serta melakukal pembinaan bidang Pemanfaatan dan
Pengendalian Ruang, yang meliputi:
a. melaksa:rakaa koordinasi dal sinkronisasi pemanfataan rua-ng

daerah, yarg meliputi :

1. melaksanalan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang
untuk investasi dan pembangunan daerah; darr

2. menyelenggarakan sistem informasi penataan ruang
b. melalsanalaa koordinasi dan sinkronisasi pengenda.tian

pemaJlfaatan ruang daerah, yarlg meliputi :

1. melalsarakan koordinasi dan sinkronisasi pemberian insentif dan
disinsentif bidang penataan ruang;

2. melaksanaka:r koordinasi dan sinkronisasi penertiban dan
penegakan hukum bidang penataan ruang;

3, melaksanakan operasionalisasi tugas dan fungsi Penyidik Pegawai
Negeri Sipit (PPNS) bidang penataan ruan$ dan

4. melaksalalan koordinasi pelaksa:raan penataan ruang.
c. melaksarakan tugas kedinasan lain yang diberikal oteh kepala

bidang tata ruarg sesuai dengan tugas jabataJrnya.

Pasal 4O

(l) Ultuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/ atau tugas
teknis penunjang tertentu di lingkungal Dinas dapat dibentuk UI,f.

(2) UPI sebagaimana dimal<sud ayat ( 1 ) , dipimpin oleh Kepala UpT yang
berada di bawah darr bertanggun&iawab kepada Kepala DpUpR.
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Pasal 41

PembentukaJr, Kedudukan, Susunan Orgaj sasi, Tugas darr Fungsi serta
Tata Kerja UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) diatur
lebih laajut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Jabatan Fungsional

Pasd, 42

(1) Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis
fungsional pada DPUPR.

(2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung
kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator,
atau Pejabat Pengawas yarlg memiliki keterkaitarl dengan
pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

(3) Kedudukar Pejabat Fungsional sebagaimara dima-ksud pada ayat (2)
ditetapkar dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi
unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan
sesuai ketentuar peraturan perundang-undargarr.

(4) Jenis dan jenjang Jabatar Fungsional sebagaimara dimaksud pada
ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undargan.

(5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundarg-
undangar.

Pasal 43

Jabatan Fungsiona.l mempunyai tugas darl fungsi sesuai dengan Jabatan
Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangaa.

BAB IV

TATA KER,JA

Pasal 44

Kepala DPUPR, Sekretaris, Kepala Bida:rg, Kepala Subbagian,
Subkoordinator, Kepala UPT dan Jabatan Fungsiona_l dalam
melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan
dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
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Pasal 45

Kepala DPUPR, Sekretaris, Kepa_la Bidang, Kepala Subbagian,
Subkoordinator, Kepala UpT dan Jabatan F\ingsional dilam
melaksanakan tugasnya memperhatikar prinsip manajemen yang
meliputi .perencanaan, pengorganisasian, -pelal<ianaan,' 

monito"ring;
evaluasi dan pelaporar sesuai dengan bidang tugas masing-masing. -'

Pasal 46

Da.lam melaksanakan-tugas, -Kepala DpUpR, Sekretaris, KeF,aIa Bidang,
Kep-4a Subbagian, Subkoordinator, Kepala UpI dan Jabatan fungsionii
wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasilecara
ve rtikal maupun horizontal baik ke dal-am maupun antar satuan
organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah ierta iastalsi lain
sesuai dengan tugas masing-masing,

Pasal 47

(1) Kepala D_PUPR, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepa.la Subbagian, dan
Subkoordinator, dan Kepala UpI bertanglrung jawa6 dahm
memimgil, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawa}lan masing-masingl

(2) Kep4a qPUPR, Sekrctaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian,
Subkoordinator, Kepala. UPT dan Jabatan firngsional iajib
mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggun-g jawab pdda
atasan masrng-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.

(3) Da]grn menyarlpaikan Laporan masing-masing kepada atasan,
tembusan laporan dapat disampaikan kepada -unit ' keria/ satuan
orgarisasi lain yang secara fungsional mempunyai trubun[air te4a.

(4) 999"p taporan yarrg diterima oleh Kepa.la DpUpR, Selsetaris, Kepala
Bidang, Kepala Subbagran, Subkooidinator dan Kepala U'I,f ifari
bawahan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahar penyusunan
laporan lebih lanjut dan dliadil<an bahan untuk ilerirUerit alpetuljuk kepada bawahan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 48

Jenjarg jabatan dan kepangkatan serta kepegawaian diatur sesuai
ketentua-n peratura-n perundang-undangal.

pasal 49

Kepala .DPUPR, - Sekretaris, Kepala Bidang, Kepata Subbagian,
S]abkoordinator, Kepala UpT dar- Jabatan ptiirgsiorial aiarekat aan
_d'-!:Ilr,eltikarr oleh pejabat yang berwenang "."u"i't.ii"tu"" fii"t"r.r,perlndang-undangan.
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(1) DPUPR wajib menyrsun kebutuhan jumtah dan jenis jabatan
lpaJatur sipil negara berdasarkar analisis jabatsn- darl -analisis

beban kerja.

(2) Pen)msunan l.<ebutulgn jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil
negara _sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan untuk jangi<a
waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per f (satu) tahun berda-sar[an
prioritas kebutuhan.

Pasal 50

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

PilqtoFkar di Purworejo
pada tanggal 24 !.!*ct a 2a2t

ORE.JO,

Pada saat -feraturq! Bupati ini mulai berlaku peraturan Bupati
hrrworejo Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, T\:ges dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas pekerjaan Umumdar Penataar_ Ruarg lhbupaten purworejo (Berita Daerah- Kabupaten
Puiworejo Tahun 2O21 Nomor 59 Seri- D Nomor 6), dicabuf dan
dinyatakan tidak berlaku.

pasa.l 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal l, Jarluari 2022.

fgar setiap oralg mengetahuin5ra, memerintahkan pengundaagal
_P_elaturan Bupati ini dengan penempatannya dalam ^geri'ia 

Oaeiah
Kabupaten Purworejo.

rB

{( AGUS

Diundangkan di Purworejo
pada tanqgal 4 f.tt-L.! 2aat

( sArD ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2'2I NOMORT' SERI DNOMOR 32

C SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURwoRq,o,J\
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BAGAIT ORGAITISASI
DINAA PEIIIRJAAIT I'MI'M DAN PENATAAN RUAITG
KAAUPATEI{ PURWORE.'O

l.AMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWORE.'O
NOMOR: t! lrE 2a21
TEI.ITANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISAST, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PURWORE.IO

KEPALA DPUPR

JABATAN
FUNGSIONAL SEKRETARIAT

SI,'BBAGtAN
UMUM DAN

KEPECAWAIAN

SUBBAGIAN
KEUANGAN

SUBBAGIAN
PERENCANAAN

BIDANG
SUMBER DAYA AIR

BIDANG
CIPTA KARYA DAN
BINA KONSTRUKSI

BIDANG
BINA MARGA

JABATAN
FUNGSIONAL

BIDANG
TATA RUANG

JABATAN
FUNGSIONAL

JABATAN
FUNCSIONAL

JABATAN
FUNGSIONAL

UPT
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